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ABSTRAK

Notaris adalah profesi keperdataan, selain bagi masyarakat, notaris juga
merupakan profesi menunjang bagi perbankan, misalnya dalam perjanjian kredit
sebelum terbitnya akta autentik, notaris dapat mengeluarkan cover note yang
berfungsi untuk mengatasi kurang lengkapnya dokumen penjaminan, hal ini agar
meminimalisir waktu proses pencairan kredit. cover note tidak mempunyai dasar
hukum, namun notaris harus selalu berhati-hati dalam mengeluarkannya. Notaris
bertanggung jawab dalam menerbitkan cover note jika tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya atau penyalahgunaan kewenangan dalam mengeluarkan
cover note. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1.Apa urgensi cover
note notaris dalam pencairan kredit oleh bank kepada nasabah?. 2.Bagaimanakah
tanggung jawab notaris dalam menerbitkan cover note terhadap pencairan kredit
perbankan?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder, yang meliputi bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka, wawancara.
Lokasi penelitian bertitik di Ponorogo. Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1.
Urgensi dikeluarkannya cover note bagi kreditur adalah sebagai payung hukum
sementara sebelum hal yang diperjanjikan dalam cover note terpenuhi. Akibat
hukum pada kasus yang diteliti yaitu notaris melakukan perbuatan melawan
hukum berdampak pada perjanjian kredit batal demi hukum maka secara
otomatis cover note menjadi cacat secara hukum dikarenakan aktanya dibuat den
gan cara melanggar hukum. 2.Tanggung jawab notaris dalam menerbitkan cover
note terhadap pencairan kredit perbankan adalah notaris bertanggung jawab penu
h atas isi dari cover note yang diterbitkannya. Jika terjadi ketidaksesuain antara p
ernyataan dalam cover note dengan realitasnya atau bahkan notaris menyalahgun
akan kewenangannya dalam pembuatan cover note, maka notaris bertanggung ja
wab, baik secara pidana, perdata dan bahkan bertanggung jawab secara moral.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, cover note, Tanggung Gugat, Notaris.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya diisingkat UUD NRI 1945) secara tegas menentukan bahwa Negara
Republik Indonesia adalah negara hukum.! Salah satu prinsip negara hukum
adalah adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan

hukum yang berintikan kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dapat dilihat
dengan cara meningkatkan produksi nasional, menjaga stabilitas ekonomi,
membuka kesempatan kerja, mengusahakan kenaikan pendapatan nasional,
mampu menjaga neraca pembayaran luar negeri agar tidak defisit dan pemerataan
distribusi pendapatan. Bank memiliki peran penting untuk mendukung jalannya
pembangunan dan menjaga kestabilan ekonomi bagi negara terkait dengan
fungsinya sebagai sebuah lembaga yang bertugas menghimpun dana yang
kemudian menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat tersebut dengan cara

yang efektif serta efisien.

Pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan bahwa “Kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga.” “Untuk menganalisis suatu permohonan kredit
" Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945




pada umumnya digunakan kriteria 5C’s Principles, yakni Character (watak),
Capacity (kemampuan), Capital (modal), condition of economy (kondisi
perekonomian), Collateral (Jaminan atau Agunan).”?Perjanjian kredit merupakan
perjanjian pokok (perjanjian utama) yang harus dilaksanakan ketika kedua belah
pihak vyaitu debitur dan kreditur telah sepakat untuk memberikan dan

menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank.

Perjanjian kredit biasanya disertakan pula adanya jaminan kebendaan
tersebut yang harus dibuatkan alam suatu perjanjian jaminan yang memiliki hak
kebendaan dan bersifat assecoir d(tambahan). “Agunan dalam pemberian kredit
merupakan perjanjian tambahan dalam arti, bila debitur tidak mampu melunasi
utangnya, maka agunan tersebut akan dilelang untuk melunasi utang-utang
tersebut.”® Perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dengan kreditur adalah
perjanjian pokok yang menyangkut hutang-piutang, dimana kreditur selaku pihak
yang berpiutang sedangkan debitur selaku pihak yang berhutang, dan untuk lebih
mengikat perbuatan hukum antara para pihak biasanya dibuatkan perjanjian secara

autentik oleh Notaris.*

Keberadaan Notaris di Indonesia saat ini semakin dibutuhkan oleh
masyarakat, hal ini dikarenakan kewenangan notaris erat kaitannya dengan
perbuatan hukum keperdataan. Pekerjaan Notaris merupakan pekerjaan yang
melayani jasa akan kebutuhan masyarakat yang melakukan suatu perbuatan

hukum, perjanjian atau suatu penetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau

* Sentosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, him. 68.

* 1bid, hlm 69

' | Dewa Made Dwi Sanjaya, 2017, ‘Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan cover
note Dalam Pemberian Kredit’, Riau Law Jurnal, Vol 1, him. 182.



yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Selain akta-akta yang dibuat
oleh Notaris terdapat surat yang menjadi objek penelitian ini yaitu berupa cover
note yang umum diterbitkan oleh Notaris terkait permintaan untuk peminjaman

kredit kepada lembaga perbankan.

cover note adalah sebuah surat yang isinya merupakan keterangan yang
dibuat oleh seorang notaris dimana cover note tersebut dibuat oleh Notaris pada
saat telah terjadi perjanjian kredit dengan tujuan untuk menjadikan perjanjian
yang mengikat agunan atau jaminan dari sebuah perjanjian kredit yang
dikeluarkan bank. Bank dalam hal ini bertindak selaku kreditor atau pemberi
kredit. cover note sangat dibutuhkan oleh kreditur selaku pihak yang pemberi
pinjaman (berpiutang), karena memuat kesanggupan dari Notaris dalam
menjalankan isi dari cover note tersebut. Tanpa adanya cover note, pihak bank

(kreditur) belum bisa untuk mencairkan dana atau fasilitas kredit kepada debitur.

Notaris dalam mengeluarkan cover note artinya bahwa Notaris belum
tuntas menyelesaikan pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan
kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik. “Dalam permohonan perjanjian
kredit, apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan kredit
belum lengkap secara keseluruhan, seperti mengenai dokumen penjaminan.” isi
cover note tersebut memuat mengenai telah ditandatanganinya perjanjian kredit,
antara pihak debitur dengan kreditur, telah diserahkannya jaminan sebagai agunan

oleh debitur kepada kreditur, telah ditandatanganinya akta pemberian hak

° Bonny Oktafian, Ridwan dan Achamd Syarifuddin, 2019, Legalisasi Perjanjian Kredit Oleh
Notaris yang berbeda dengan Notaris Pembuat cover note, Repertorium Jurnal llmiah Hukum
Kenotariatan, Vol 8, him 84.



tanggungan, namun semuanya itu masih dalam proses oleh Notaris. “Kondisi ini
disebabkan tanah sebagai objek jaminan belum mempunyai bukti kepemilikan
yang sah, belum didaftarkan sehingga belum bisa dijadikan sebagai objek jaminan

dalam bentuk hak tanggungan.”®

Kondisi kekosongan norma (vacum of norm) ini menyebabkan ketiga
unsur tersebut tidak mendapat kepastian hukum dari pada kekuatan hukum cover
note tersebut dan begitu vitalnya peran cover note dalam dunia perbankan
sehingga perlu atas suatu kepastian hukum mengenai kekuatan hukum cover note
karena pengaturan cover note tidak ada di dalam UU Jabatan Notaris maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuatan Akta
Tanah.

Pemberian suatu kredit dari bank kepada nasabah selaku debitur tentunya
untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas pemberian kredit tersebut maka
diperlukan peranan dari Notaris dan PPAT terkait akta-akta autentik dan
pembebanan jaminan kredit tersebut terutama terkait jaminan hak atas tanah
adalah melalui pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) dan Surat

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Notaris yang mempunyai hubungan kerja dari bank terkait dengan pembua
tan akta autentik dan pendaftaran jaminan kredit maka notaris berwenang membua
t akta yang dapat memperlihatkan bahwa adanya perbuatan hukum dari bank (kre

ditur) dengan nasabah (debitur) dihadapan notaris, sehingga adanya akta yang dic

* Ibid, hal 85.



etak oleh Notaris adalah hal yang sangat penting bagi para pihak untuk dapat meli

ndungi kepentingannya.

Pemberian kredit dari bank sebagai kreditur kepada debiturnya dalam kaita
nnya dengan dokumen yang dipergunakan untuk penjaminan maka sudah menjadi
suatu kebiasaan dan kesepakatan yang pada umumnya dilaksanakan antara perban
kan dengan notaris yang memiliki fungsi untuk mengatasi dari kurang lengkapnya
atau belum terselesaikannya dokumen penjaminan yang diurus oleh notaris yang
mengakibatkan notaris mengeluarkan cover note yang menjelaskan keadaan pada
saat penandatanganan dokumen-dokumen kredit hingga pemberian objek angguna
n seperti sertipikat hak atas tanah yang diserahkan pemberi HT pada bank merupa
kan sesuatu yang ada kaitannya dengan pencairan kredit untuk debiturnya. Terkait
dengan hal tersebut mengakibatkan pentingnya suatu penerbitan cover note Notari
s pada saat pencairan kredit yang bisa menjadi landasan sebagai suatu alat bukti u
ntuk Bank agar mencairkan kredit untuk debiturnya. Kemitraan antara Notaris dan
Bank merupakan hubungan hukum (law binding) yang memiliki tanggung-jawab

yang mengikat keduanya.

Terbentuknya peristawa hukum yaitu Perjanjian Kredit dan Perjanjian pem
asangan HT atas agunan, sehingga cover note Notaris yang Bank terima memiliki
fungsi menjadi alat bukti hukum yang kuat, dan juga berisi pernyataan Notaris ba
hwa dokumen legal yang diminta oleh Bank telah ditandangani oleh Debitur serta
pemberian janji-janji Notaris untuk membereskan dokumen legal/akta sesuai pada

waktu yang telah disepakati.



cover note lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunaka
n untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta dalam suatu proses peng
urusan di kantor notaris yang bersangkutan. UUJN, UU Perbankan, UUHT, maup
un PP Nomor 37 Tahun 1998 tidak diatur mengenai keberadaan dari cover note te
rsebut, padahal Surat keterangan atau cover note merupakan salah satu produk dar
I Notaris dan PPAT sehingga dapat dikatakan produk cover note ini bukan wewen
ang Notaris dan PPAT namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaries dan PPAT

karena kebutuhan di masyarakat.

cover note bukanlah akta autentik, karena bukan produk resmi notaris dan
tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan Notaris, untuk
mengeluarkan cover note. cover note yang dikeluarkan oleh Notaris bukan
dijadikan sebagai bukti agunan, hanya sebagai pengantar pada Bank yang akan
mengeluarkan kredit, minimal ada kepercayaan yang terbangun antara Bank
sebagai pemegang hak tanggungan kelak setelah keluarnya sertifikat hak

tanggungan dari badan pertanahan.

Urgensi cover note notaris dalam praktek perbankan tentunya harus
dicermati karena cover note ini muncul sebagai kebiasaan dalam hubungan hukum
yang sah meskipun tidak ada regulasi yang mengaturnya, sehingga notaris dalam
hal mengeluarkan cover note sangatlah perlu berhati-hati perihal pengecekan dan
pengurusan dokumen-dokumen kelengkapan debitur sebagai syarat pencairan
kredit agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari, notaris dituntut harus teliti dan
valid serta bertindak amanah dan jujur dalam segala hal yang berkaitan dengan

kewenangannya sesuai dengan ketentuan UUJN serta Kode Etik Notaris, karena



pada dasanya cover note tersebut tetap mempunyai konsekuensi hukum, beberapa
kasus terjadi yang akhirnya menjerat notaris, baik itu diselesaikan secara non
litigasi bahkan sampai pada putusan pengadilan.

Kasus ini peneliti temukan di ponorogo pada respnden Erni Fitria Rahayu,
S.H.,M.Kn yaitu notaris yang daerah jabatannya berada di ponorogo, narasumber
menyarankan untuk menyamarkan nama notaris yang bersengketa atas cover note
yang diterbitkannya. Kasus ini bermula pada transaksi jual beli sebidang tanah
dan bangunan sertifikat hak milik yang terletak di ponorogo dengan ketentuan
pembayaran bertahap dengan jangka waktu yang disepakati, kemudian keduanya
meghadap ke notaris dengan membawa sertifikat hak milik asli, bahwa setelah
menghadap pihak kedua (pembeli) meminta agar pihak pertama (penjual) untuk
menandatangani akta jual beli yang dibuat oleh notaris yang pada posisinya
pembeli telah membayar uang muka dan belum lunas karena kesepakatan atas
jangka waktu oleh keduanya, setelah berjalannya waktu pihak kedua (pembeli)
wanprestasi karena tidak membayar sisa uang beserta denda-dendanya sesuai
dengan perjanjian yang dibuat. Sembari mencari pihak kedua (pembeli), tanpa di
duga pihak pertama (penjual) mendapatkan somasi, dimana isi somasi tersebut
menyebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli telah berada
dalam penguasaan kreditur, ternyata pihak pembeli telah menjaminkan tanah
sertifikat hak milik yang belum lunas kepada kreditur. Setelah diteliti ternyata ada
cover note yang diterbitkan oleh notaris guna keperluan pihak kedua (pembeli)
dalam pencairan kredit. Kasus ini tidak sampai pada litigasi karena diselesaikan

secara damai, peneliti tidak detail mendapatkan data pada kasus ini karena tidak



diputuskan oleh pengadilan melainkan hanya didapatkan pada responden yang
dapat dipercaya kebenarannya. Peneliti tertarik mengangkat kasus ini karena
merasa bahwa adanya kesalahan notaris dalam membuat akta jual beli dan dalam

kecacatan cover note yang dijadikan sebagai percepatan pencairan kredit.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik
untuk mengadakan penelitian dengan judul: “URGENSI COVER NOTE
NOTARIS DALAM PENCAIRAN KREDIT OLEH BANK KEPADA

NASABAH DEBITOR”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam pe
nelitian ini ialah :
1. Apa urgensi cover note notaris dalam pencairan kredit oleh bank kepada
nasabah debitor?
2. Apa akibat hukumnya ketika penerbitan cover note oleh notaris dalam perja

njian kredit menimbulkan kerugian?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian dalam
penelitian ini ialah:
1. Untuk Menganalisis urgensi cover note notaris dalam pencairan kredit oleh
bank kepada nasabah debitor.
2. Untuk Menganalisis akibat hukum penerbitan cover note oleh notaris dalam

perjanjian kredit yang menimbulkan kerugian.

D. Manfaat Penelitian



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri,
masyarakat, Perbankan dan juga Notaris, di mana manfaat penelitian ini adalah se
bagai berikut:

1.Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebuah gagasan guna kepentingan ilmu penget
ahuan, di mana dengan tulisan ilmiah ini diharapkan dapat membantu dan mem
berikan kontribusi dalam pengetahuan tentang akibat hukum pencairan kredit ya
ng didasarkan pada cover note notaris.
2.Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informa
si dan menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperole

h dalam bentuk tesis.

E. Orisinalitas Penulisan

Hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis baik dikepustakaan at
aupun internet, judul penelitian tentang Urgensi cover note notaris dalam
pencairan kredit oleh bank kepada nasabah debitor, Pendapat atau temuan peneliti
lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Penel
itian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, karena penulis beranggapan b
elum pernah ada yang mengkaji secara umum atau menyeluruh tentang judul yang

sedang diteliti.



Berdasarkan penelusuran karya ilmiah dengan tema yang hampir sama, pen

ulis menemukan beberapa tulisan yang hamper sama terkait dengan penelitian yan

g telah dilakukan sebelumnya yang berikaitan, yaitu :

1.

Siska Novita, 2018. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Keno
tariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Tesis yang
berjudul “Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Mengeluarkan cover note”.
Kesamaan terkait dengan penelitian dengan judul tesis penulis yaitu
mengenai urgensi dan problematika hukum dengan dikeluarkannya cover
note. Perbedaan terdapat pada peneliti yang terdahulu yaitu Siska Novita
memfokuskan penelitiannya terhadap bagaimana cover note di keluarkan dan
bagaimana tanggung jawab notaris yang mengeluarkan cover note.
Sedangkan peneliti akan menulis terkait dengan urgensi cover note notaris
dalam pencairan kredit oleh bank kepada nasabah debitor.

Widya Indrayeni, 2012. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister
Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Tesis yang
berjudul “Akibat Hukum Diterbitkannya Cover Note Oleh Notaris Terhadap
Pihak-Pihak yang Berkepentingan Dalam Transaksi Kredit Perbankan”. Kesa
maan terkait dengan penelitian dengan judul tesis penulis yaitu mengenai
urgensi cover note dalam perbankan. Perbedaan terletak pada peneliti
terdahulu yang memfokuskan penelitiannya terhadap konsekuensi hukum
bagi notaris dan para pihak, bilamana pejabat (notais/PPAT) tidak dapat atau

gagal dalam Penyelesaian cover note menjadi Pembebanan Hak Tanggungan.
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Sedangkan peneliti akan menulis terkait dengan urgensi cover note notaris
dalam pencairan kredit oleh bank kepada nasabah debitor.

Eman Hermawan, 2022. Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister
Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Semarang dengan tesis yang berjudul “Kekuatan Hukum cover note Serta
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan cover note Sebagai Produk
Hukum yang tidak di atur Dalam Undang-Undang Jabatn Notaris”. Kesamaan
terkait dengan penelitian dengan judul tesis penulis yaitu mengenai urgensi
cover note dalam perbankan. Perbedaannya terletak pada peneliti terdahulu
lebih memfokuskan penelitiannya terhadap dasar di Keluarkannya cover note.
Sedangkan peneliti akan menulis terkait dengan urgensi cover note notaris
dalam pencairan kredit oleh bank kepada nasabah debitor.

Aysa Kiranasari 2013 Dalam Penyusunan Tesis di Universitas Gajah Mada
Yogyakarta dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap bank Atas
covernote Yang Dibuat Oleh Notaris”. yang memuat rumusan masalah,
bagaimana perlindungan hukum bagi bank atas covernote yang dibuat oleh
Notaris, dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap covernote yang
dikeluarkannya. Dengan hasil membahas tentang Perlindungan hukum bagi
Notaris sebagai kreditur terhadap covernote yang diterbitkan oleh Notaris
bersifat lemah hukum. Covernote bukanmerupakan akta Notaris tetapi hanya
merupakan surat Keterangan yang menyatakan bahwa barang jaminan masih
dalam proses penyelesaian. Bank beum bias dianggap mempunyai jaminan
karena jaminan belum diikat secara yuridis formal. Tanggung jwab Notaris
terhadap covernote seakan-akan Notaris bertndak sebagai Personal guarantee
/ penjaminan, karena Notaris menjadi pihak ketiga yang ikut andil dalam

perjanjian kredit debitur. Dengan demikian tanggung jawab Notaris terhadap
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covernote dan kredit debitur adalah menjamin atas kredit yang dikeluarkan
oleh bank kepada debitur.

5. Dyah Ayu Rafikasari 2014 Dalam Penyusunan Tesis di Universitas Gajah
Mada Yogyakarta dengan judul “Covernote sebagai Syarat Realisasi
pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., kantor Cabang Solo”,
Dalam penelitiannya rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana
akibat hukum yang ditimbulkan terhadap akta Notaris yang cacat hukum, dan
bagaiana tangung jawab Notaris terhadap akta yang mengandung cacat
hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis

normative yang ditunjang oleh peneliatian yuridis empiris.
F. Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.
Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan
adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai
wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat
menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.
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Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek ‘“scharusnya” atau das sollen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah
laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian

hukum.’

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat
dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam
artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam
artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk
kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya
subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan
secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau

adil bukan sekedar hukum yang buruk.®

" Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him.158.

® Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus
Istilah Hukum, Jakarta, 2009, him.385.
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Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.®

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang
didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung
melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut
pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,
tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya
membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan
hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Teori kepastian hukum kaitannya dalam suatu perjanjian sesuai pasal
1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian, menekankan pada
penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan
kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang
melakukan perjanjian kerjasama). Kepastian memberikan kejelasan dalam

melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian, dalam bentuk

’ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari 1lmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999,
him.23.
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prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau bahkan produk hukum
pejabat menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka segala sanksi yang

tercantum dalam undang-undang yang berkaitan akan diterapkan.
2) Teori Pertanggungjawaban Hukum

Salah satu konsep yang berhubungan dengan konsep tanggung jawab huk
um. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan terte
ntu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia be
rtanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Menur
ut Hans Kelsen:1° Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh
hukum disebut “kekhilapan” (negligence); dan kekhilapan biasanya dipandang se
bagai satu jenis lain dari “kesalahan” (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan y
ang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksu

d jahat, akibat yang membahayakan.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempun
yai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk
menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum oran
g lain untuk memberi pertanggungjawabannya.'! Ada dua istilah yang menunjuk p
ada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. L
iability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakte

r risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin mel

"Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), General Theory Of law and State (Teori Umum
Hukum dan Negara), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81.
Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta,
2010, hal. 48.
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iputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugi
an, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaks

anakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu
kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan melip
uti juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Da
lam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggu
ngjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh su
byek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaba

n politik.*2

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg d

an Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

a. Teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian
terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindaka
nnya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung
jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

b. Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian
terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bers
angkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabata
n. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apa
kah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kes

alahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplika

" Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335-337.

16



si pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibeda

kan sebagai berikut:*3

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan Prinsip tanggung jawab
berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atauliability based on fault) adalah
prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kit
ab UndangUndang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, pri
nsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat di
mintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang
dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim di
kenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenu
hinya empat unsur pokok, yaitu (a) adanya perbuatan; (b) adanya unsur kesalah
an; (c) adanya kerugian yang diderita; dan (d) adanya hubungan kausalitas antar
a kesalahan dan kerugian. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan

undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini menyatakan bahw
a tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principl
e), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pad
a prinsip “presumption of liability” adalah penting, karena ada kemungkinan ter
gugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuk

tikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk men

" Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indo
nesia, Jakarta, 2006, hal. 73-79.
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ghindarkan terjadinya kerugian. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada p
ada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (omkering van
bewijslast). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersal
ah (presumption of innocence). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen
akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang
berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha ya
ng digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersa
lah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Pos
isi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku

usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab Prinsip ini adalah keba
likan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung ja
wab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Co
ntoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan a
tau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan
diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang.
Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungja

wabannya.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liabilit
y) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liabilit
y). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi d
I atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung j

awab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namu
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n ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari ta
nggung jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknyaabsolute liabili
ty adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualianny
a. Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability, dal
am prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung ja
wab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugik

an sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan Prinsip tanggung jawab dengan p
embatasan (limitation of liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usa
ha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yan
g dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film ya
ng ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak maka si konsumen hanya dibat

asi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

G. Metode Penelitian

Penulis dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan dalam penulisan
tesis, penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris dengan
metode sebagai berikut:

1. Objek Penelitian
a. urgensi cover note notaris dalam pencairan kredit oleh bank kepada nasabah

debitor yang di keluarkan atas permintaan perbankan untuk percepatan

pencairan kredit.
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b. Akibat hukum dan tanggung jawab notaris dalam menerbitkan cover note
terhadap pencairan kredit perbankan bila terjadi adanya suatu permasalahan

yang mengakibatkan cover note itu cacat demi hukum

2. Subjek Penelitian

a. Notaris berkedudukan di Ponorogo

b. Pihak Bank Rakyat Indonesia bertempat di Ponorogo
3. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung
maupun responden atau pihak yang berperkara maupun pihak yang menyelesaikan

suatu perkara (sengketa) terebut.'*

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui literatur kepustakaan dengan memehami,
merumuskan dan meganalisa pada pokok permasalahan dalam penelitian. Data
sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel yang terkait dalam pokok
permasalahan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian
atau bahan pustaka lainnya yang mendukung sumber bahan hukum dalam

penelitian ini antara lain:*°

1) Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

14

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penulisan Hukum (Yogyakarta: Fakultas Hukum
Muhammadiyah, 2007), him. 220.
" Ibid
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b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris.

¢) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

d) Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/ PBI/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI1/2012 tentang Pemberian Kredit
atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Peny

elenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

2)Bahan hukum sekunder yang mendukung untuk memahami dan menjelaskan
pada bahan hukum primer agar dapat dipelajari secara rinci yang lebih akurat.

Bahan hukum sekunder antara lain:

a) Buku-Buku;

b) Jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan penelitian;

c) Makalah-makalah; dan

d) Tulisan hukum yang terkiat dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain.

a) Kamus Hukum;
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b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengambilan data yang di gunakan dalam

penelitian ini yaitu:

a. Studi Pustaka

Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, Studi pustaka
merupakan suatu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari
Jbuku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan sumber
kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.®

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan
untuk memperoleh informasi.l” Teknik Pengambilan data dilakukan dengan
melakukan Tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang

berkompeten dalam problematika yang terjadi.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan ditujukan untuk penelitian dalam penulisan ini dilakukan di
Bank Rakyat Indonesia Ponorogo dan Kantor Notaris Erni Fitria

Rahayu ,S.H.,M.Kn. Yang daerah jabatanya berada di Ponorogo.

'* M. Syamsudin, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), him.
190

" lbid.
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d. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang memberikan data dalam sebuah
penelitian.Narasumber disini Melibatkan Kepala Bank Rakyat Indonesia
Ponrogo Beserta Notaris Erni Fitria Rahayu,S.H.,M.Kn. Yang daerah jabatanya

berada di Ponorogo.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk menentukan sudut pandang yang akan
digunakan oleh Penulis untuk mengkaji objek yang akan diteliti, atau dengan
kata lain, dari sisi mana Penulis mendekati objek yang akan ditelitinya®.
Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan Konseptual
dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual beranjak dari
perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. Sedangkan pendekatan peraturan perundang- undangan adalah
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang
bersangkutan dengan isu hukum yang ditagani. Dengan mempelajari
pandangan-pandangan doktrin dan juga regulasi di dalam ilmu hukum, akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.
Pemahaman tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun satu

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi®®.

18

Ibid.

" Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Ke-1 Ctl VI, Kencana Jakarta, 2010, hal. 95.
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H. Sistematika Penulisan

BAB | adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang yang akan diangkat
menjadi sebuah penelitian. Pada bagian pendahuluan tersebut terdiri dari Latar
Belakang Masalah yang menjelaskan terkait alasan mengapa judul tesis ini
diangkat, Rumusan Masalah yang diangkat ada dua yaitu Pertama, Apa urgensi
cover note notaris dalam pencairan kredit oleh bank kepada nasabah debitor?.
Kedua, Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam menerbitkan cover note
terhadap pencairan kredit perbankan? adapun tujuan penelitiannya adalah untuk
menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, orisinalitas penelitian
menggunakan tiga perbandingan karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan
adalah jenis penelitian empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dan pendekatan kasus serta dilakukan wawancara guna menjawab permasalahan.
bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier

kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB |1 adalah Tinjauan Pustaka yang berisi penjelasan secara teori terkait
pembahasan dalam tugas akhir ini. Poin A membahas tinjuan umum notaris dan
ppat. Poin B membahas tinjauan umum perjanjian kredit perbankan. Poin C
membahas tinjauan umum hak tanggungan. Poin D membahas tinjauan umum
surat kuasa membebankan hak tanggungan. Poin E membahas tinjauan umum

cover note. Poin F membahas tinjauan umum akibat hukum.

BAB 11l membahas terkait hasil analisis penelitian dalam menjawab
rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini. Pertama, membahas terkait

urgensi cover note notaris dalam pencairan kredit oleh bank kepada nasabah
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debitor. Kedua, membahas terkait tanggung jawab notaris dalam menerbitkan
cover note terhadap pencairan kredit perbankan.

BAB IV adalah penutup dalam bab ini membahas terkait hasil akhir atau
kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah di uraikan,
kesimpulan pertama yaitu urgensi hukum dikeluarkannya cover note adalah
menjadi suatu hal penting bagi Bank dalam melakukan pencairan kredit.
Dikeluarkannya cover note bagi kreditur adalah sebagai payung hukum sementara
sebelum semua dokumen sebagaimana diperjanjikan oleh Notaris-PPAT selesai
dan diserahkan kepada kreditur dan pada sampel kasus yang diteliti bahwa akibat
hukum pencairan kredit yang didasarkan pada cover note notaris adalah apabila
tidak dapat diselesaikan pengurusan hak tanggungan sesuai dengan cover note
yang dibuat oleh notaris hanya berakibat objek jaminan dalam perjanjian hak
tanggungan tidak dapat dieksekusi langsung atau perjanjian hak tanggungan batal
demi hukum, pada kasus dalam penelitian ini, dikarenakan pembuatan Aktanya
dibuat dengan cara melanggar hukum, maka secara otomatis cover note yang
dibuat menjadi cacat dan tidak bernilai hukum, dan kedua, Tanggung jawab
notaris dalam menerbitkan cover note terhadap pencairan kredit perbankan adalah
notaris bertanggung jawab penuh atas isi dari cover note yang diterbitkannya. Jika
terjadi ketidaksesuain antara pernyataan dalam cover note dengan realitasnya atau
bahkan notaris menyalahgunakan kewenangannya dalam pembuatan cover note,
maka notaris bertanggung jawab, baik secara pidana ataupun perdata dan bahkan

bertanggung jawab secara moral.
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BAB Il
URGENSI COVER NOTE NOTARIS DALAM PENCAIRAN KREDIT OLEH

BANK KEPADA NASABAH DEBITOR

A. Cover Note

Cover note berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yang
terpisah, yakni cover dan note, dimana cover berarti “penutup” dan Note berarti
“catatan penutup” berdasarkan arti kedua kata tersebut, maka cover note berarti
“catatan penutup”. 2° Dalam istilah kenotariatan arti dari cover note adalah surat
keterangan, yakni surat ketarangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang
dipercaya dan diandalkan atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk

penjamin dan sebagai alat bukti yang kuat.

Cover note merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris
yang berisikan keterangan bahwa pengecekan terhadap obyek yang dijaminkan
kepada bank sedang dalam proses, dikeluarkannya cover note ini adalah sebagai
pembantu dan pegangan untuk Bank dalam melakukan proses pencairan kredit
pinjaman oleh Bank kepada nasabah, walaupun cover note sendiri tidak memiliki
kepastian hukum, namun hanya mampu memberikan keterangan bahwa jaminan
obyek sedang dilakukan pengecekannya, dan atas keterangan tersebut Notaris
berkewajiban menyelesaikan proses pengecekan atas obyek jaminan tersebut
sehingga dapat diterbitkan APHT dan dikeluarkanlah sertifikat hak tanggungan

dengan atas nama pemegang hak tanggungan yaitu Bank atas dasar APHT

* Widya Indrayeni, Tesis : “Akibat Hukum Diterbitkannya Cover Note Oleh Notaris Terhadap
Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dalam Tranksaksi Kredit Perbankan.”, (Jakarta : Universitas
Indonesia, 2012), him 43.
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tersebut.

Dasar hukum Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara normati
ve berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 juncto Undang-undang No
mor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam Undang-undang Jabat
an Notaris tidak ada satu pasal dan ayat yang mengatur tentang Covernote. Tapi C
overnote di kalangan Notaris merupakan Living Law atau kebiasaan atau hukum y
ang hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Pembuatan covernote oleh N
otaris sifatnya fakultatif artinya tidak semua tindakkan para penghadap yang dibua
t/dilakukan di hadapan Notaris setelah selesai harus dibuat cove rnote. Notaris dap
at membuat covernote antara lain ketika, ada permintaan dari para penghadap sen
diri yang telah melakukan tindakkan hukum di hadapan Notaris, dan Ketika sebag
ai Keterangan dari Notaris atas permintaan para penghadap, bahwa ada perbuatan

hukum/tindakkan hukum yang masih dalam proses penyelesaian.

Dikeluarkannya cover note oleh notaris yang berisikan pernyataan.
Pernyataan pada prinsipnya tidak digantungkan pada bentuk tertentu. Pernyataan
demikian dapat diberikan secarategas, namun juga tercakup kedalam satu atau
lebih perilaku. Terkecuali ditentukan lain, pernyataan tercakup kedalam
penyampaian keterangan lain, dapat disampaikan dalam bentuk apapun juga atau

tercakup dalam satu atau lebih perilaku.

UUJN tidak mengatur di dalamnya bahwa Notaris berwenang
mengeluarkan cover note yang menerangkan masih dalam proses terhadap
serifikat hak tanggungan yang dimana menjadi obyek lahirnya ikatan jaminan

kredit dan pencairan kredit oleh Bank. Bisa dilihat kewenangan Notaris yang
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diatur di dalam UUJN, Pasal 15 adalah :

a. Membuat akta autentik yang didalamnya tertuang mengenai
perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang tidak bertentangan dengan
UU, berikut sesuatu hal yang disepakati antara pihak yang akan

dipastikan oleh tanggal dibacanya akta, salinan dan kutipan akta;

b. Mengesahkan tanda tangan, melakukan kepastian tanggal terhadap

surat di bawah tangan dan mendaftarkan di dalam buku;

c. Surat di bawah tangan tersebut dibukukan dalam daftar buku

khusus;

d. Surat di bawah tangan tersebut lalu di foto copy dari asllinya;

e. Melegalisir kecocokan foto kopi dengan asli surat yang diterima;

f.  Membuat akta terkait dengan pertanahan.

Dari kewenangannya tersebut tidak ada satupun pasal yang menyatakan
bahwa Notaris berwenang untuk mengeuarkan cover note. cover note yang
dikeluarkan oleh Notaris seakan mampu menjadi jaminan oleh bank untuk tetap
melakukan pencairan kredit dan kepercayaan terhadap obyek yang dijaminkan
oleh debitur yang nantinya akan dipasangkan hak tanggungan, dengan cara Bank
tetaplah melakukan pengawasan terhadap obyek jaminan kredit. Masalah terhadap
cover note yakni tentangnya tidak diatur di dalam UU, sehingga dalam hal ini
menimbulkan kebingungan tentang kepastian hukum dari cover note di dalam

pencairan kredit, pencairan kredit oleh Bank sendiri dapat berjalan seiring dengan
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peran dan kewenangan notaris yang membuat.dan mengesahkan akta perjanjian
kredit dan melakukan proses pemasangan hak tanggungan pada kantor

pertanahan.

Salah satu fungsi cover note sebagai surat keterangan yang dibuat oleh
Notaris adalah untuk pengajuan kredit, sebagai contoh Putusan No. 2404
K/Pdt/2014. Putusan tersebut berisikan bahwa cover note digunakan jaminan
dalam pencairan kredit. Penggunaan cover note dalam perjanjian kredit tidak bisa
dilepaskan dari peran bank itu sendiri. Substansi covernote secara konstitutif ialah
menciptakan hubungan hukum baru atau memutuskan suatu hubungan hukum
yang telah ada, dapat juga secara delkaratif yaitu pernyataan suatu keadaan atau
hubungan hukum dan tidak berpendapat apapun hanya menyajikan fakta. Terdapat
4 Alasan yang harus diperhatikan pada prinsipnya dalam membuat covernote.
berdasarkan data/dokumen/fakta yang ada atau terjadi dihadapan notaris, bukan
bersisi analisis dari notaris tentang Tindakan perbuatan penghadap yang dilakukan
dihadapan notaris, bukan kesimpulan dari notaris tentang Tindakan perbuatan para
penghadap yang dilakukan dihadapan notaris, dan bukan berisi pengharaoan para
penghadap yang dicatat oleh notaris, jangan sampai terjadi covernote yang

memberi harapan palsu.?:

Cover Note seorang Notaris di gunakan untuk mempercepat proses pencair
an kredit, pihak bank meminta covernote kepada notaris yang bersangkutan sebag

al jaminan bahwa sertifikat tersebut akan selesai dalam jangka waktu yang telah di

*' Habib Adjie, 2023, Perlindungan Terhadap Notaris Terkait Penerbitan Covernote Dalam
Perspektif Pidana Dan Perdata, Seminar Kenotariatan IMMKUNDIP, diakses 26 Oktober 2023.
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tentukan sesuai dengan isi dari covernote notaris. Covernote digunakan sebagai pe
ngganti atas kekurangan bukti jaminan, karena adanya kebutuhan serta hanya men
jadi bukti sementara sampai notaris menyelesaikan akta kepemilikan tanah yang s
edang dalam proses kepada pihak bank.?? Peran serta fungsi dan kedudukan cover
note tidak diatur dalam instrumen peraturan perundangan, terutama dalam Undan
g-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 T

ahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Covernote dalam dunia perbankan ini telah menjadi hukum kebiasaan atau
customary law dan dianggap telah memiliki kekuatan mengikat yang berlaku antar
a para pihak, sebagai jaminan sementara dalam proses pencairan kredit sesungguh
nya telah terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaannya, karena tidak diatur da
lam peraturan perundangan dan tidak termasuk dalam produk hukum notaris. Sehi
ngga praktik penggunaan covernote sebagai bukti jaminan merupakan sebuah pra
ktik tanpa didasari atas suatu instrumen hukum dalam pelaksanaannya, dan Ketika
cover note tidak diatur maka seorang Notaris berdasarkan para ahli kenotariatan h

arus mendekatinya dan memaknainya secara analogis.

Secara terminologi cover note memiliki makna yaitu sebagai alat bukti yan
g dapat digunakan “sementara” bahwa seseorang dijamin sampai akhir oleh apa y
ang diterangkan pada surat keterangan tersebut. Cover Note juga memiliki unsur d
idalamnya yaitu sebagai alat bukti tertulis dengan konsekuensi yuridisnya, pengak

uan, dan menuju sesuatu yang dituju (bersifat kebendaan).?® Selain itu, Cover Not

“ Simanjuntak, P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta : PT Kharisma Putera Utama.

* Agus Pandoman, 2022, Cover Note Notaris & Permasalahannya, Tanggung Jawab & Perlindun
gan Hukum Pada Notaris, Materi Seminar Fakultas Hukum Unsoed, diakses pada tanggal 18 Okto
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e bukan hanya sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai surat berharga karena dapat d
ilakukan tranksaksi, ada sesuatu yang melekat dalam cover note yaitu kewajiban p
enyerahan kebendaan yang dituangkan pada isi cover note tersebut, meskipun han
ya berlaku sementara, namun secara analoginya cover note menjadi surat berharga
pada pasal 504 KUHPerdata, maka tanggung jawab berada pada notaris ditempat,

untuk itu diperlukannya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Dalam pengertiannya Cover Note berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pen
gurus Pusat yang Diperluas menjelaskan, 12 Januari 2017 merupakan surat ketera
ngan yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT untuk mendukung pelaksanaan jabatan
nya. Pada umumnya, Cover Note berisikan pernyataan bahwa pekerjaan tertentu d
alam kaitannya dengan pembuatan akta autentik masih dalam proses. Oleh karena
itu, akta autentik belum dapat dikeluarkan dan diserahkan kepada para pihak kare
na adanya alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum, Cover Note sendiri buka
n merupakan akta autentik, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Pe
rdata.?* Sehingga dalam pengertiannya bahwa cover note pada dasarnya bukan me
rupakan akta autentik, melainkan cover note merupakan surat keterangan yang dik

eluarkan sebagai pegangan bagi pihak yang berkepentingan.

Bank dalam praktiknya seringkali karena alasan persaingan bisnis dalam

mendapatkan calon nasabah debitur bertindak kurang hati-hati, karena

ber 2022.

“ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Dip
erluas, 12 Januari 2017, Lampiran 11 him. 18.
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kekhawatiran larinya nasabah debitur ke bank lain. Seharusnya bank dalam
memberikan kredit tetap harus menempuh cara-cara untuk memastikan bahwa
kredit yang akan disalurkan tidak akan bermasalah. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 29 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang
menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh
cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang

mempercayakan dananya kepada bank.

Bank dalam memberikan kredit harus melaksanakan prinsip kehati-hatian
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan
dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank
umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau
itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang
diperjanjikan. Penilaian permohonan kredit yang dilaksanakan oleh bank dapat
dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui analisis prinsip 5C’s Principles,
yakni Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition of

Economy (kondisi perekonomian), Collateral (Jaminan atau Agunan).

B. Urgensi Cover Note dalam Pencairan Kredit oleh Bank kepada Nasabah
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Debitor.

Deskripsi mengenai cover note tercantum dalam kamus Bank Indonesia
maupun dalam OJKPedia. OJK-Pedia ialah kamus yang menyediakan dari a
hingga z istilah informasi yang berkaitan dengan dunia keuangan. OJKPedia
menyebut cover note sebagai Nota Keterangan.?® Akta otentik yang dikeluarkan
oleh Notaris sangatlah dibutuhkan masyarakat dan orang-orang yang berada di
kalangan pekerjaan seperti di dalam perusahaan, seperti halnya pada Bank. Bank
sebagai penyedia jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam
permasalahan salah satunya ekonomi menyebabkan Bank menerapkan program
peminjaman kredit dengan jaminan dan bunga yang telah diatur di dalam
perusahaan Bank. Akta perjanjian kredit adalah salah satu syarat dimana

pencairan kredit bisa dilakukan oleh Bank kepada debitur.

Cover note dalam hal ini bukanlah merupakan Akta Autentik hal ini
karena bukan produk resmi Notaris dan tidak pernah dijelaskan dalam undang-
undang perihal kewenangan dari Notaris untuk mengeluarkan cover note. Hal ini
disebabkan karena Akta Autentik memiliki syarat harus berbentuk sesuai dengan
perundang pejabat yang berwenang sedangkan cover note tidak memenuhi syrat
tersebut sebagai akta autentik tetapi hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh
Notaris. cover note yang dikeluarkan oleh notaris juga tidak bisa digunakan
sebagai bukti agunan, akan tetapi hanya sebagai pengantar untuk bank yang akan

mengeluarkan kredit, cover note bagi beberapa instansi yang memerlukan bukan

“ Royani, L., Hadi, H., & Asrori, M. H. (2015). Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip
Kehatihatian Perbankan terhadap cover note sebagai Syarat Pencairan Pembiayaan (Doctoral
dissertation, Sebelas Maret University).
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juga berarti sebagai kelengkapan berkas akan tetapi sebagai jaminan bahwa benar
adanya berkas yang dibutuhkan sedang dalam proses, setidaknya ada kepercayaan
yang dapat dibangun antara notaris dengan bank, antara notaris dengan instansi

dan juga antara notaris dengan klien.

Urgensi dikeluarkannya cover note dalam hal ini menjadi suatu hal yang
penting bagi kreditur sebagai payung hukum sementara sebelum semua dokumen
sebagaimana diperjanjikan oleh Notaris / PPAT selesai dan diserahkan kepada
bank sebagai kreditur. Sedangkan urgensi dikeluarkannnya cover note bagi pihak

debitur adalah agar kredit yang diajukan oleh debitur dapat segera cair.

Menurut Erni Fitria Rahayu?®, cover note bukan merupakan produk dari
kewenangan Notaris / PPAT, karena wewenang dari seorang Notaris / PPAT
menurut peraturan perundang-undangan hanya satu yaitu membuat akta autentik.
Menurutnya cover note adalah Surat Keterangan dari Notaris yang berisikan
segala sesuatu yang diperjanjikan sebagaimana yang telah tertuang didalam cover
note, dimana isi yang tercantum dalam cover note tersebut masih dalam proses
atau dikerjakan oleh Notaris. Lebih lanjut dijelaskan bahwa cover note ada karena
kebutuhan dalam praktek. Sama halnya dengan penjelasan Alwian Firman?’
Asisten Administrasi Kredit Bank BRI Cabang Ponorogo menjelaskan bahwa
urgensi dengan dikeluarkannya cover note menjadi suatu hal yang penting demi
kelancaran dalam pencairan kredit, baik bagi kreditur maupun debitur, bank

sebagai pihak kreditur memerlukan cover note agar pencairan kredit segera

26

Hasil wawancara dengan Erni Fitria Rahayu S.H., M.Kn, Notaris/PPAT Ponorogo Pada
Tanggal 8 januari 2024.

“" Hasil wawancara dengan Alwian Firman, Asisten Administrasi Kredit Bank BRI Cabang
Ponorogo Pada Tanggal 1 januari 2024.
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terlaksana sehingga bank tidak kehilangan calon nasabah, dimana debitur

meghedaki kredit yang diajukan untuk segera cair.

Menanggapi hal tersebut, Erni Fitria Rahayu?® menjelaskan bahwa dalam
pencairan kredit dalam dunia perbankan menjadi suatu hal yang wajar jika Notaris
yang menjadi rekanan bank tersebut mengeluarkan cover note sesuai dengan
kepentingan para pihak, namun Notaris / PPAT dalam hal ini harus bertindak
cermat sebelum mengeluarkan cover note yang didalamnya berisikan janji
Notaris-PPAT dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang tertuang

didalam cover note sehingga tidak merugikan salah satu pihak atau keduannya.

Penggunaan cover note dalam Perjanjian Kredit pada dasarnya tidak
dilarang. Namun, penggunaan cover note dalam pencairan kredit akan
menimbulkan masalah ketika debitur wanprestasi, sedangkan pengikatan
jaminannya belum selesai dengan belum diterbitkannya sertifikat Hak
Tanggungan. Hal ini akan menjadikan kedudukan Bank sebagai kreditur
konkuren, sehingga bank tidak bisa mengeksekusi objek jaminan tersebut bukan
sebagai kreditur preferen pemegang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan sebagai
salah satu hak kebendaan umumnya merupakan suatu ketentuan hukum yang
bersifat memaksa. Hak Tanggungan lahir setelah adanya pendaftaran Hak
Tanggungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Hal ini memenuhi asas
publisitas dari Hak Tanggungan. Sehingga apabila terjadi pengikatan jaminan
yang tidak sempurna yang menyebabkan tidak terbitnya Sertifikat Hak

Tanggungan maka bank belum mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan
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Hasil wawancara dengan Erni Fitria Rahayu S.H., M.Kn, Notaris/PPAT Ponorogo Pada
Tanggal 8 januari 2024.
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Undang-Undang Hak Tanggungan terkait pelunasan piutangnya, karena secara

yuridis bank belum berstatus sebagai pemegang Hak Tanggungan.

Notaris mengeluarkan cover note juga bukalah hanya memberikan surat
keterangan tentang jaminan debitur sebagai pemberi hak tanggungan maupun
jaminan dari kelengkapan berkas pada suatu instansi. Dalam mengeluarkan cover
note tentu saja terdapat konsekuensi hukumnya, apabila dalam proses penerbitan
tersebut sertifikat hak tanggungan terdapat permasalahan dan penyelesaiannya
membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya baik terkendala karena
proses pemecahannya ataupun balik nama dan bisa kendala lainnya yang terjadi
dalam serangkain proses penerbitan sertifikat hak tanggungan. Seorang pejabat
umum sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu
mengangkat sumpah (di ambil sumpahnya). Selama hal tersebut belum dilakukan,
maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah. Notaris
dalam menjalankan tugas jabatannya harus berdasarkan wewenang yang telah ada

pada jabatan.?®

Dalam hal peminjaman kredit oleh Bank yang dilakukan debitur dengan
memberikan jaminan sertifikat hak milik kepada Bank tidaklah cepat. Sertifikat
Hak Milik yang dijaminkan oleh debitur haruslah dilakukan pengecekan
mengenai keabsahannya di kantor pertanahan yang berwenang guna bisa atau
tidaknya dipasangkan HT berdasarkan akta SKMHT oleh Notaris/PPAT.
Pengecekan mengenai keabsahan sertifikat hak milik pada kantor pertanahan yang

berwenang cukup menggunakan waktu yang tidak sebentar, maka dari itu agar

* Habib Adjie, (2012), Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT, Mandar Maju,
Bandung. HIm.13.
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cepatnya pencairan kredit olen Bank, Notaris mengeluarkan cover note yang
merupakan keterangan bahwa pengecekan dan lain sebagainya sedang di dalam
proses. cover note sendiri tidak merupakan suatu akta otentik, sehingga
terhadapnya tidaklah diatur di dalam UU dan UUJN. Namun pada halnya di
lapangan, terbangunlah rasa kepercayaan bahwa Notaris sendiri menaruh rasa

percaya terhadap kreditur yaitu Bank dan debitur yaitu nasabahnya.

Cover note sendiri tidak berkekuatan hukum tetap dan tidak memiliki
kekuatan eksekoturial yakni cover note tidak diatur oleh UU dan tidak ada
satupun norma yang mengaturnya, dalam hal ini Bank sebagai kreditur
berpegangan teguh dengan Hukum Perbankkan yang mengikatnya, mengenai
keabsahan cover note sebagai surat keterangan yang mampu mempercepat proses
pencairan kredit tidaklah menjadi ketakutan kreditur akan jaminan yang diberikan,
karena pastinya Bank akan tetap menerima sertifikat hak tanggungan yang
dikeluarkan oleh kantor pertanahan yang berwenang. Dalam hal ini Bank akan
melakukan pengawasan akan obyek yang menjadi jaminan kredit secara terus
menerus sampai nanti akan dikeluarkan sertifikat hak tanggungan oleh kantor

pertanahan yang berwenang.*°

Pemberian kredit oleh pihak bank menentukan persyaratan yang harus
dipenuhi oleh pihak debitur (nasabah) sebelum pemberian kredit. Salah satu

persyaratan tersebut adalah jaminan. Jaminan adalah faktor yang menjadi

“ Royani, L., Hadi, H., & Asrori, M. H. (2018). Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip
Kehatihatian Perbankan terhadap cover note sebagai Syarat Pencairan Pembiayaan (Doctoral
dissertation, Sebelas Maret University). him.188.
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pedoman penting dalam pemberian kredit, karena jaminan menjadi faktor penentu
besar kecilnya kredit yang akan di berikan pihak kreditur (bank) kepada pihak

debitur (nasabah) selain faktor keadaan ekonomi.

Dalam pemberian fasilitas kredit adanya barang jaminan merupakan unsur
yang sangat penting, karena keadaan ekonomi debitur tidak selalu stabil, apabila
keadaan ekonomi debitur jatuh dalam posisi gawat dan tidak mampu lagi
membayar hutangnya, maka barang jaminan tersebut akna dijual. Apabila hasil
penjualan tidak cukup untuk menutup hutang debitur maka kreditur yang
dirugikan. pemberian HT juga diikuti oleh pembuatan akta APHT oleh PPAT,
sebelum keluarnya cover note oleh Notaris, telah dilakukan pengecekan terlebih
dahulu oleh Notaris di kantor pertanahan yang berwenang, pengecekan yang
dimaksud adalah mengenai keabsahan obyek jaminan yang diyakinkan haruslah
tidak ada masalah, dan agar mengetahui apakah sebelumnya ada hak tanggungan

yang masih mengikat dengan Bank lain.

Fungsi cover note akan terlihat setelah perjanjian kredit dijalankan yang
dimana akan diikuti oleh perjanjian jaminan atau pembebanan hak tanggungan,
karena dalam hal ini cover note dari Notaris sangat dibutuhkan guna memberikan
keterangan bahwa pengecekan terhadap obyek jaminan sedang dalam proses.
Kedudukan cover note sendiri hanyalah berfungsi sebagai pembantu untuk
memberikan keterangan tentang obyek jaminan yang sedang dilakukan
pengecekannya oleh Notaris, kewenangan Notaris mengeluarkan cover note ini
tidak bersifat wajib atas perintah UU, namun hanya mengeluarkan sebagai

pemberi keterangan saja demi terlaksananya pencairan kredit oleh Bank. Pihak
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yang berhak memberikan HT adalah orang yang menjadi pemilik hak atas tanah,
penjelasan tersebut telah terkandung di dalam UU HT angka 7 jo Pasal 15 ayat (1)
yang tidak bersifat mutlak karena pada kenyataannya Notaris membuatkan
SKMHT selain pemilik obyek hak tanggungan juga dipersilahkan kepada orang

lain.

Beberapa tahap pembebanan hak tanggungan yang dapat dilakukan

melalui :3!

1. Dibuatnya perjanjian kredit; Pembuatan perjanjian kredit oleh Bank dan
pembebanan hak tanggungan oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum,
kepastian hukum yang dimaksud adalah dapat menjalankan upaya hukum
apabila kedepannya terjadi wanprestasi dan sebagainya, Bank dapat dengan

baik menjalankan eksekusi apabila terjadi wanprestasi kedepannya.

2.Dibuatnya APHT oleh PPAT dan ditandatangani oleh kreditur dan debitur,
sebelumnya dalam APHT ini ditandai dengan dibuatnya SKMHT yang isinya

pemberian kuasa kepada kreditur untuk menandatangani APHT;

3.APHT vyang telah ditandatangani dilakukan proses pendaftaran ke kantor

pertanahan dan dilakukan penerbitan sertifikat HT.

Fungsi cover note sendiri hanya bisa melindungi pada tahap dan pada saat
hak tanggungan diberikan yang berupa akta SKMHT hingga hak tanggungan

didaftarkan. SKMHT sendiri mempunyai batas waktu hingga hak tanggungan di

“Imron, A. K., & Imanullah, M. N. (2017). Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek
Tanah Yang Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali. Jurnal
Repertorium, 4(2). him.8.
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daftarkan lalu ditandatanganinya APHT oleh Notaris/PPAT. Perjanjian kredit yang
dibuat oleh Bank dan ditandatangani oleh kreditur dan debitur, maka SKMHT yang
dibuat oleh Notaris akan dikuasakan oleh kreditur, alasannya adalah untuk dapatnya
ditingkatkan menjadi APHT, karena SKMHT hanya dibuat pada waktu obyek

jaminan belum dilakukan peroyaan dan atau di dalam proses pemecahan.
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BAB Il
AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS PE
NERBITAN COVER NOTE OLEH NOTARIS DALAM PERJANJIAN KR EDIT

YANG MENIMBULKAN KERUGIAN

A. AKIBAT HUKUM PENERBITAN COVER NOTE OLEH NOTARIS
DALAMPERJANJIAN KREDIT YANG MENIMBULKAN KERUGIAN.

Salah satu bisnis utama perbankan yaitu kredit, karena dari kredit bank
mendapatkan keuntungan yang besar baik keuntungan dari kegiatan menghimpun
dana masyarakat lalu menyalurkan kepada masyarakat yamg memerlukannya
untuk modal usaha dan bisnis dari berbagai biaya yang menyertai pemberian
kredit. Cakupan dari kredit yang merupakan suatu bidang usaha dari perbankan
sangat luas serta membutuhkan profesionalisme serta integritas moral yang tinggi.
Arti utama dari pengertian kredit itu sendiri adalah kepercayaan bank selaku
kreditur mencairkan fasilitas kredit setelah nasabah selaku debitur telah
melengkapi semua persyaratan pengajuan permohonan kredit, sehingga bank
memiliki rasa kepercayaan terhadap debitur, bahwa debitur mampu membayar
kembali pinjamannya. Untuk nilai jaminan yang dijadikan agunan oleh debitur,
bank juga membutuhkan bahwa nilai jaminan dan objek yang dijadikan jaminan
harus mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjaman.
Hal tersebut dilakukan karena untuk menjamin jika debitur tidak mampu untuk
melunasi hutangnya, maka bank dalam pencairan objek jaminan tetap dapat

mengambil jumlah piutangnya dari jaminan tersebut.

Dalam praktek perbankan, notaris sebagai pejabat umum dibutuhkan

karena notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, dalam
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perjanjian kredit misalnya akta autentik notaris akan sangat penting bagi kreditur
dan debitur sebagai bukti bahwa terjadinya perbuatan hukum antara keduanya
agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari, sehingga dapat disimpulkan
bahwa profesi notaris termasuk profesi menunjang bagi dunia perbankan. Selain
itu bahwa dalam praktek perbankan yang melibatkan notaris dikenal juga dengan
adanya cover note dan hal ini sering digunakan sebelum diterbitkannya akta
autentik walaupun hukum positif belum mengatur regulasi tentang cover note
namun dalam perkembangan dunia perbankan menjadikan cover note ini sebagai

kebiasaan hukum yang sah namun tidak mempunyai kekuatan hukum.

Calon nasabah yang menginginkan dana atau uang dari Bank oleh karena
persyaratan Bank akan mencairkan kredit ketika ada hak agunan yang dijaminkan
(Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan), calon debitur bersama-sama ke
Notaris untuk dibuatkan SKMHT, dengan pihak Bank kemudian calon debitur
memberikan kuasa kepada Bank melalui SKMHT melalui surat yang dibuat
Notaris. Dalam praktik lapangan biasanya Bank kreditur yang melakukan
pendaftaran APHT ke Badan Pertanahan untuk kemudian dikeluarkan sertifikat
hak tanggungan yang dapat dijadikan jaminan dan Bank memiliki kekuatan untuk
mengakui objek jaminan jika debitur pemberi hak tanggungan tidak memenuhi

kewajiban pembayaran utamanya.?

Munculnya cover note ini pada saat proses sertifikat hak tanggungan dan

Notaris membuatkan cover note agar bank percaya bahwa proses penerbitan hak

* Hasil wawancara dengan Alwian Firman, Asisten Administrasi Kredit Bank BRI Cabang
Ponorogo Pada Tanggal 1 januari 2024.
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tanggungan pasti akan diselesaikan oleh notaris. Dengan adanya cover note yang
dibuat oleh notaris sebagai surat keterangan bahwa sertifikat hak tanggungan
sedang dalam proses dan dengan cover note, bank selaku kreditur dapat

mencairkan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur.

Notaris sebagai rekanan pihak bank akan diminta oleh bank untuk
membuatkan perjanjian kredit dalam bentuk akta autentik yang kemudian diikuti
dengan dibuatnya akta pengikatan jaminan sertifikat hak milik dari debitur, karena
debitur meminjam uang kepada kreditur sebagaimana yang telah disepakati oleh
bank selaku kreditur dan debitur. Pihak perbankan yang akan mencairkan fasilitas
kredit kepada debitur sepenuhnya mempercayakan proses pengikatan jaminan
sertifikat hak milik debitur dari awal sampai dengan selesai dan telah ada bukti
pengikatan pengikatan hak tanggungan yang telah didaftarkan ke Badan

Pertanahan Nasional dan sertifikat tersebut sampai ke tangan pihak bank.

Menurut Erni Fitria Rahayu®® Pengikatan jaminan sertifikat hak milik
membutuhkan proses yang cukup lama dan tidak dapat langsung selesai
bersamaan dengan selesainya dan ditandatanganinya perjanjian kredit. Untuk
keperluan pihak perbankan dalam memberikan dan mencairkan fasilitas kredit
kepada debitur, maka dari itu pihak bank meminta kepada Notaris untuk
dibuatkan surat keterangan atau yang biasa disebut cover note yang isi dari surat
tersebut adalah menerangkan bahwa proses pemasangan hak tanggungan sedang
berjalan dan surat ketarangan dibuat Notaris tersebut dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya. Dengan adanya cover note yang dikeluarkan oleh Notaris
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Hasil wawancara dengan Erni Fitria Rahayu S.H., M.Kn, Notaris/PPAT Ponorogo Pada
Tanggal 8 januari 2024.
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tersebut, maka pihak perbankan dapat mempercayakan kepada Notaris dan pihak

bank dapat menyalurkan fasilitas kredit kepada debitur sesegera mungkin.

Fungsi yang diperlukan dari cover note merupakan hal yang harus digaris
bawahi dalam praktik Notaris membuat cover note dalam dalam dunia perbankan.
Dalam pencairan fasilitas kredit perbankan kepada nasabah, cover note memiliki
nilai ekonomis. cover note digolongkan dalam sumber hukum formil yaitu sumber
hukum yang berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan merupakan apa yang dilakukan

oleh manusia secara berulang-ulang dan terus menerus.

Penggunaan cover note ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus
menerus dilakukan yang kemudian diterima oleh masyarakat, maka cover note
telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Mohammad Sigit Gunawan
menyebutkan pula bahwa: Surat keterangan Notaris sendiri tidak memiliki
landasan hukum normative, melainkan hanya berlandaskan pada hukum
kebiasaan. Peran cover note adalah untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon
debitor akan segera menyelesaikan persyaratan, melunasi dokumen syarat, serta
menyelesaikan segala hal yang terkait dengan benda yang menjadi objek agunan.
Pihak bank percaya bahwa dengan keluarnya surat ini pihak debitor akan
menyelesaikan kewajibannya segera. Namun di luar daripada itu, bagi debitor,
surat ini bertindak sebagai surat yang mempermudah proses pencairan dana
pinjaman. Melalui surat ini keduanya tidak mendapat kerugian satu dengan yang

lain dengan catatan, keduanya tidak mencederai isi surat keterangan tersebut.®*

* Mohammad Sigit Gunawan, 2018, ‘Peran Dan Fungsi cover note Notaris Pada Peralihan Kredit
(Take Over) Pada Bank’, Jurnal IImiah Indonesia, him, 84-85.
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Menurut Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht, bahwa
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan.®® Berdasarkan teori tersebut, Notaris dalam
mengeluarkan cover note sebagai dasar dari pencairan fasilitas kredit perbankan
harus berhati-hati karena tidak adanya aturan mengenai cover note. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyu Juliyanto menunjukan bahwa
problematika dari cover note tersebut yaitu “tidak ada satu pasalpun dalam
Undang-Undang Jabatan Notaris yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan
Notaris untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai cover note

menjadi problematika tersendiri.””3

Cover note bukan akta autentik walaupun cover note dibuat oleh Notaris
sebagai pejabat umum, tapi cover note hanya merupakan surat keterangan biasa
yang isinya menyatakan mengenai kesanggupan Notaris dalam menyelesaikan
pekerjaannya terkait dengan proses penyelesaian sertifikat hak tanggungan.
Dalam proses pembuatan penggunaan cover note melibatkan Notaris dan
Kreditur. Bank dalam hal ini sebagai kreditur yang bergerak dalam bidang jasa
keuangan yang mempunyai peran menghimpun dan dari masyarakat kemudian
menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk jasa fasilitas kredit.
Artinya dalam hal ini Notaris dan Bank sepakat mengenai penerbitan cover note

oleh Notaris dalam pencairan kredit.

* Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, him 23
“ Dwi Wahyu Juliyanto dan Moch Najib Imanullah, 2018, ‘Problematika cover note Notaris

Sebagai Pegangan Bank Untuk Media Realisasi Pembiayaan / Kredit Dalam Dunia Perbankan’,
Repertorium Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Keprdataan Dan Kenotariatan, him, 61.
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Cover note muncul karena pada prakteknya sangat dibutuhkan oleh pihak
perbankan dan cover note hanya mengikat Notaris apabila Notaris mengakui tanda
tangan yang ada pada cover note tersebut. cover note bukan bukti jaminan. cover
note notaris hanya berlaku sebagai keterangan bahwa telah terjadi perjanjian
kredit dan pengikatan jaminan. cover note dalam dunia perbankan hanyalah surat
keterangan biasa yang dibuat oleh notaris yang isinya menerangkan bahwa masih
terjadi proses yang masih harus diselesaikan oleh notaris sampai dengan
pengikatan hak tanggungan selesai. cover note bukanlah kelengkapan berkas,
hanya sebagai pegangan bank bahwa ternyata benar berkas tersebut masih dalam
proses, asas kepercayaan sangat penting bagi bank dan Notaris yang

mengeluarkan cover note.

Fungsi cover note yang dikeluarkan oleh Notaris dalam hal pencairan
kredit oleh bank sebagai kreditur kepada debitur yaitu hanya sebagai pegangan
bank. Sebagai produk hukum Notaris, cover note tidak memiliki kekuatan hukum
apapun, karena cover note hanyalah surat biasa yang isinya menerangkan bahwa
Notaris belum menyelessaikan pekerjaannya atau pekerjaannya terkait dengan
pross pengikatan jaminan masih dalam prooses. cover note bukan akta autentik
dan juga bukan akta di bawah tangan. Tidak ada yang mengatur kewenangan
Notaris dalam pembuatan cover note, walaupun cover note dibuat oleh yaitu
Notaris. cover note hanyalah suatu kebiasaan yang terjadi dalam praktek Notaris

terutama dalam kaitannya dengan dunia perbankan.

Bank dan debitur yang membuat perjanjian kredit dengan mempergunakan

jaminan pada umumnya akan diikat dengan akta Notaris yang kemudian akan
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diproses pembebanan jaminan. Notaris akan mengeluarkan cover note kapada
bank selaku pihak yang berpiutang, karena proses pembebanan jaminan yang belu
m selesai dilakukan. Notaris menyatakan dalam cover note tersebut bahwa sanggu
p membantu bank dan calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit un
tuk melengkapi syarat dari pencairan kredit dalam proses perjanjian kredit, pendaf
ataran hak atas tanah sampai dengan selesainya pembuatan sertifikat hak tanggung

an.

Selama prestasi dalam perjanjian kredit yang dijaminkan dengan Hak Tan
ggungan dipenuhi dengan baik oleh debitor, maka Hak Tanggungan sebagai hak j
aminan tidak kelihatan fungsinya. Hak Tanggungan baru berfungsi apabila debitur
cedera janji (wanprestasi).” Notaris harus cermat dan teliti serta berhati-hati
dalam mengeluarkan cover note karena tentunya memiliki akibat hukum
tersendiri, adapun akibat hukum tidak selesainya pengurusan pendaftaran hak tang
gungan memiliki beberapa akibat hukum karena dapat diketahui bahwa tidak seles
ainya pendaftaran hak tanggungan terdapat beberapa masalah hukum yang dapat t
erjadi. Akibat hukum terhadap para pihak yang tidak menyelesaikan pengurusan h
ak tanggungan sesuai dengan keterangan yang dituangkan dalam cover note yang
dibuat oleh Notaris masih berlanjut. Dapat diketahui bahwa perjanjian hak tanggu
ngan merupakan perjanjian tambahan, jika perjanjian tambahan batal, tidak menga
kibatkan perjanjian utamnya yaitu perjanjian kredit batal. Jika para pihak tidak dal
am perjanjian kredit tidak menyelesaikan proses pendaftaran hak tanggungan seba

gaimana yang disebutkan dalam cover note, maka akan menimbulkan akibat huku

" Novy Dyah Rahmanti, 2020, ‘Ada Apa Dengan SKMHT?’, Recital Review, Vol 2.1, him. 59.
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m. Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata dapat dipahami bahwa perjanjian kredit t
idak akan berakhir apabila serjanjian tambahannya berakhir. Proses penyelesaian
pendaftaraan hak tanggungan yang tidak dapat diselesaikan sesuai keterangan
cover note yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan suatu syarat berakhirnya pe

rjanjian yang diatur berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata.

Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata bahwa proses penyelesaian pendafta
raan hak tanggungan yang tidak dapat diselesaikan sesuai keterangan cover note y
ang dibuat oleh Notaris yang dapat dijadikan sebagai sebab batalnya perjanjian kr
edit, apabila penyelesaian pendaftaran hak tanggungan tidak dapat diselesaikan dij
adikan sebagai suatu syarat batalnya perjanjian yang diatur dalam perjanjian kredi
t antara debitur dan kreditur maka berdasarkan hal tersebut dapat saja kreditur unt

uk membatalkan suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, berlakunya syarat batal dalam suatu
peristiwa hukum bahwa tidak mengakibatkan secara langsung perjanjian tersebut
berakhir, akan tetapi dalam pembatalannya harus dimintakan kepada pengadilan.
Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa tidak dapat diselesaikannya peng
urusan hak tanggungan dimana tidak sesuai dengan cover note yang dibuat oleh N
otaris, jika bank selaku kreditur ingin membatalkan suatu perjanjian kredit tersebu
t sehingga berlakunya suatu syarat batal dalam perjanjian tetap harus dimintakan p

embatalannya melalui penetapan pengadilan.

Pasal 1265 KUHPerdata, akibat hukum berlakunya suatu syarat batal akan

menghapuskan perikatan dan seolah-olah dari awal tidak ada perikatan. Dengan b
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erlakunya syarat batal maka kreditur wajib mengembalikan apa yang telah diterim
anya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap para
pihak debitur apabila tidak dapat diselesaikan pengurusan hak tanggungan sesuai
dengan cover note yang dibuat oleh Notaris sehingga menyebabkanya terpenuhiny
a syarat batalnya suatu perjanjian, maka berakibat pihak debitur mengembalikan u

ang hasil pencairan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur.

Akibat hukum bagi notaris jika gagal dalam melaksanakan covernote, mak
a Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk segera menyelesaikannya.
Berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, Notaris dapat meminta perpan
jangan waktu untuk menyelesaikan isi covernote tersebut. Jika ada permasalahan
yang terkait dengan penerbitan dan pelaksanaan covernote, biasanya sanksi yang
diberikan bagi notaris adalah sanksi moral berupa adanya ketidakpercayaan bank
kepada Notaris karena Notaris tidak dapat menyelesaikan apa yang menjadi isi dar
i covernote seperti yang diharapkan. Notaris dianggap telah gagal memenuhi kete
ntuan Pasal 1366 KUHPer jika kelalaian tersebut disebabkan atas kesalahan notari
s dalam menjalankan dan melaksanakan isi Covernote, Namun Ketika terjadi keru
gian terutama terhadap negara dan terdapat unsur pidana turut serta notaris sering

kali terseret dan dapat dituntut di pengadilan.

Akibat hukum apabila tidak dapat diselesaikan pengurusan hak tanggunga
n sesuai dengan cover note yang dibuat oleh Notaris jika perjanjian kredit tersebut
dapat dibatalkan oleh Bank selaku kreditur maka debitur wajib mengembalikan ua

ng hasil pencairan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. Kemudian jika p
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erjanjian kredit tidak dibatalkan oleh bank maka perjanjian kredit tetap sah sehing
ga debitur tetap wajib memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam suatu perjanjia
n kredit sepertinya halnya hutang pokok, bunga dan lain-lain. Tidak selesainya pe
ngurusan hak tanggungan hanya berakibat objek jaminan dalam perjanjian hak tan
ggungan tidak dapat dieksekusi langsung atau perjanjian hak tanggungan batal de

mi hukum sedangkan perjanjian kreditnya belum berakhir.

Mengutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rachmayani dan
Agus Suwandono menunjukan bahwa “penggunaan cover note notaris dalam perja
njian kredit dapat menyebabkan kerugian bank manakala terjadi wanprestasi seda
ngkan proses pengikatan hak tanggungan belum selesai.”* Penggunaan cover note
juga tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi permasalahan apabila Notaris/
PPAT belum bisa menyelesaikan proses pensertifikatan dan terjadi kredit macet, p
ihak perbankan tidak dapat mengeksekusi jaminan, karena proses pendaftaran hak
tanggungan belum selesai sehingga berakibat hukum pihak bank selaku kreditur y
ang akan dirugikan. Maka dari hal itu, jika suatu saat nanti cover note dijadikan al
at bukti di pengadilan, cover note hanya memiliki kekuatan sebagai surat biasa, bu
kti permulaan atau alat bukti tambahan yang penilaiannya diserahkan kepada haki

m.

Cover note Notaris/PPAT tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberi
kan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur dalam perjanjian kredit apabila

terjadi wanprestasi oleh debitur pada saat proses pembebanan jaminan. Akibat

38

Dewi Rachmayani dan Agus Suwandono, 2017, ‘Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam
Perspektif Hukum Jaminan’, Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, Vol
1, him 73.
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hukum dari penggunaan cover note yang dijadikan dasar pencairan kredit oleh
bank yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi bank dalam perjanjian kredit
dalam hal terjadinya wanprestasi sebelum terbitnya hak tanggungan. Bank hanya
berkedudukan hanya sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen.
Penyelesaian kredit dapat diselesaikan melalui litigasi melalui gugatan

wanprestasi maupun gugatan kepailitan, atau melalui non litigasi.

Sebagai contoh dalam kasus yang terjadi di ponorogo adalah salah satu
contoh kasus cover note Notaris. Kasus ini bermula pada transaksi jual beli
sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik yang terletak di ponorogo
dengan ketentuan pembayaran bertahap dengan jangka waktu yang disepakati,
kemudian keduanya meghadap ke notaris dengan membawa sertifikat hak milik
asli, bahwa setelah menghadap pihak kedua (pembeli) meminta agar pihak
pertama (penjual) untuk menandatangani akta jual beli yang dibuat oleh notaris
yang pada posisinya pembeli telah membayar uang muka dan belum lunas karena
kesepakatan atas jangka waktu oleh keduanya, setelah berjalannya waktu pihak
kedua (pembeli) wanprestasi karena tidak membayar sisa uang beserta denda-
dendanya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Sembari mencari pihak kedua
(pembeli), tanpa di duga pihak pertama (penjual) mendapatkan somasi, dimana isi
somasi tersebut menyebutkan bahwa tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli
telah berada dalam penguasaan kreditur, ternyata pihak pembeli telah
menjaminkan tanah sertifikat hak milik yang belum lunas kepada kreditur. Setelah
diteliti ternyata ada cover note yang diterbitkan oleh notaris guna keperluan pihak

kedua (pembeli) dalam pencairan kredit. Kasus ini tidak sampai pada litigasi
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karena diselesaikan secara damai, peneliti tidak detail mendapatkan data pada
kasus ini karena tidak diputuskan oleh pengadilan melainkan hanya didapatkan

pada narasumber yang dapat dipercaya.

Walaupun kasus ini tidak sampai pada pengadilan, namun peniliti
menganalisa dan menyimpulkan bahwa akibat hukum dari cover note Notaris
yang dijadikan dasar dalam pencairan fasilitas kredit dalam kasus ini yakni
pemberian jaminan oleh pihak kedua (pembeli) merupakan perbuatan melawan
hukum karena pemberi jaminan bukan yang berhak dalam memberikan jaminan
kebendaan tersebut. Apabila terjadi hal tersebut maka akibat hukumnya batalnya
demi hukum perjanjian pemberian jaminan hak tanggungan akan tetapi perjanjian
kredit masih dapat tetap berlanjut karena perjanjian jaminan hanya sebuah

perjanjian tambahan.

Notaris sangat perlu berhati-hati dalam menerbitkan cover note, mengingat
adanya UUJN dan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan PPAT diketahui bahwa ancaman hukuman penjara diatas 5
tahun dapat diberhentinkan dari jabatan Notaris sehingga dapat diketahui bahwa
keterangan palsu dengan sengaja akan memberikan akibat hukum terhadap
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat termasuk keterangan palsu atas cover
note yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan penyelesaian proses hak

tanggungan dalam suatu perjanjian kredit.
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B. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENERBITKAN COVER
NOTE TERHADAP PENCAIRAN KREDIT PERBANKAN.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk
membuat akta autentik sehingga Akta autentik merupakan produk hukum dari
Notaris. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris berwenang
membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan,
yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki
olen yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan
dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang. Selain itu, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN menentukan

kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris.

Pasal 15 UUJN tidak menyebutkan bahwa cover note merupakan salah
satu wewenang yang dimiliki oleh notaris atau merupakan produk hukum dari
Notaris. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa cover note pada
dasarnya merupakan surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari notaris
untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh kreditur. Biasanya cover note
diterbitkan oleh notaris dalam hal persyaratan formil untuk keperluan pencairan
kredit yang diinginkan oleh kreditur belum sepenuhnya dipenuhi oleh debitur.
Biasanya terkait dengan agunan yang harus dipastikan terlebih dahulu keabsahan

kepemilikannya oleh notaris dan kreditur.
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Menurut Erni Fitria Rahayu®® isi dari cover note itu sendiri pada tataran
praktek memuat antara lain (1) identitas notaris/PPAT dan wilayah kerjanya; (2)
keterangan mengenai jenis, tanggal dan nomor akta yang dibuat; (3) keterangan
mengenai pengurusan akta, sertipikat, balik nama atau lain sejenisnya yang masih
dalam proses; (4) keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian proses; (5)
keterangan mengenai pihak yang berhak menerima apabila proses telah selesai
dilakukan; dan (6) tempat dan tanggal pembuatan cover note, tanda tangan dan

stempel notaris.

Cover note diterbitkan oleh Notaris sebagai surat keterangan atas suatu
tindakan hukum para pihak dan dilakukan dihadapan Notaris. cover note yang
diterbitkan oleh notaris didasarkan atas kepentingan subjek hukum, yakni debitor
dan kreditor yang ingin melakukan perjanjian kredit perbankan, yang dalam hal
ini objek jaminan milik debitor masih dalam proses hukum sehingga bank
bermohon kepada Notaris untuk dibuatkan cover note yang berisikan pernyataan
yang di dalamnya menjelaskan proses, progress, dan kendala dari objek jaminan

debitor.

Cover note atau pernyataan dari notaris sesungguhnya bukanlah
merupakan syarat untuk pencairan kredit oleh karena untuk mencairkan suatu
kredit terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, misalnya objek
jaminan telah dibebankan hak tanggungan atau fidusia. Pembebanan atas barang

jaminan harus dilaksanakan oleh debitor dengan bantuan dari Notaris. Bantuan

39

Hasil wawancara dengan Erni Fitria rahayu S.H., M.Kn, Notaris/PPAT PonorogoA Pada
Tanggal 8 januari 2024.
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tersebut didasarkan atas suatu perbuatan hukum yang memerlukan waktu karena
adanya suatu proses hukum dan disinilah peran cover note dari notaris yang
menjelaskan bahwa perbuatan hukum tersebut sudah dijalankan oleh debitor
sesuai dengan aturan yang berlaku dan sedang dalam proses sehingga hal ini akan
menjadi pertimbangan dan memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa
pencairan kredit dapat dilakukan karena syarat-syarat pencairan kredit telah
dilaksankan atau sudah dalam proses. Dengan kata lain, cover note juga berfungsi
sebagai jaminan kelengkapan berkas yang belum terlengkapi dalam sebuah
permohonan di instansi. Oleh karena itu, cover note atau pernyataan notaris harus
lengkap, transparan, dan informatif dan disertai dengan lampiran-lampiran yang

menunjang isi dari cover note itu sendiri.

Cover note bukanlah akta autentik karena bukan produk resmi Notaris dan
tidak ditegaskan dalam Pasal 15 UUJN perihal kewenangan Notaris. cover note
tidak memiliki kriteria akta autentik, tetapi hanya berupa surat keterangan yang
dikeluarkan oleh Notaris. cover note yang dikeluarkan oleh Notaris juga bukan
dijadikan sebagai bukti agunan, akan tetapi hanya sebagai pengantar pada Bank
yang akan mengeluarkan kredit. cover note bagi instansi yang memerlukan bukan
juga berarti sebagai kelengkapan berkas, akan tetapi sebagai jaminan bahwa
ternyata benar berkas yang dibutuhkan instansi atau klien adalah benar-benar
dalam proses, setidaknya ada kepercayaan yang terbangun antara notaris dengan

Bank, antara Notaris dengan Instansi, dan juga antara notaris dengan Klien.

Pembuatan cover note yang dilakukan oleh Notaris memiliki peran yang

sangat penting dalam kredit perbankan. Hal ini terjadi karena yang akan
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dijaminkan oleh debitor untuk mendapatkan kredit masih dalam proses hukum,
sehingga dengan adanya keberadaan cover note tersebut dapat memberikan
tambahan keyakinan kepada bank untuk melakukan pencairan dana kredit.
Melihat pentingnya peran cover note ini menjadikan dalam proses pembuatan
cover note tidak bisa dilakukan dengan serta merta saja, namun notaris harus
melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada intansi terkait apakah memang

keterangan yang disampaikan oleh debitor memang benar adanya.*°

Pelayanan hukum yang diberikan Notaris kepada masyarakat adalah tugas
dari jabatan Notaris yang merupakan jabatan yang dipercaya dalam hal
melaksanakan profesinya sebagai Notaris. Alat bukti autentik sangat diperlukan
untuk memberikan jaminan kepastian hukum, Kketertiban hukum, serta
perlindungan hukum, maka dari itu di perlukan adanya alat bukti autentik. Notaris
merupakan pejabat yang menjalankan profesinya dan diberi kewenangan
membuat akta autentik yang menyangkut tentang suatu keadaan, suatu peristiwa,
atau penyelenggaraan perbuatan hukum melalui jabatan tertentu yang bertujuan
untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. Tidak ada yang melarang
penggunaan cover note notaris dalam perjanjian kredit. Namun dalam hal
penerbitan cover note, Notaris harus berhati-hati dalam memeriksa kebenaran

dokumen yang menjadi syarat dalam perjanjian kredit.

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya jika

dalam penerbitan cover note tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan
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Hasil wawancara dengan Alwian Firman, Asisten Administrasi Kredit Bank BRI Cabang
Ponorogo Pada Tanggal 1 januari 2024.
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yang tidak benar atau pemalsuan keterangan terhadap isi cover note tersebut.
Tanggung jawab Notaris dalam menerbitkan cover note yang menjadi dasar
pencairan kredit perbankan adalah Notaris bertanggung jawab penuh atas isi dari
cover note yang diterbitkannya. Bank selaku kreditur memgang cover note
sebagai bukti bahwa dokumen dokumen yang terkait dengan pencairan fasilitas
kredit perbankan sedang dalam pengurusan oleh Notaris sehingga bank atas dasar
cover note tersebut dapat segera mencairkan dana dari fasiltas kredit yang
dimohonkan oleh debitur. Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab jika
ternyata gagal dalam menjalankan isi cover note tersebut. Pada dasarnya lahirnya
cover note tersebut adalah hasil dari kesepakatan antara bank dengan Notaris, di
mana Notaris bersedia untuk menjalankan apa yang diminta oleh bank terkait
perjanjian kredit, pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau pengikatan

jaminan sertifikat hak milik.

Mengenai tanggung jawab notaris terhadap cover note yang
diterbitkannya, menurut penulis dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab
secara personal atau pribadi. Jika dikaitkan kembali dengan teori tanggung jawab
menurut Kranenburg dan Vegtig dimana dikemukakan ada dua teori
pertanggungjawaban, yaitu teori fautes personalles dan teori fautes de service,
Teori fautes personalles merupakan teori yang tepat untuk digunakan menilai
pertanggungjawaban notaris terhadap cover note yang diterbitkannya. Teori fautes
personalles menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada
pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini

beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. Menurut penulis,
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beban tanggung jawab notaris terhadap cover note yang dikeluarkannya ditujukan
kepada dirinya selaku manusia pribadi yang memikul tanggung jawab jabatan.
Terlebih lagi bahwa jabatan notaris akan dipikul selama masa jabatannya

berlangsung dan tidak dapat dialihkan kepada orang/pihak lain.

cover note diterbitkan oleh penjabat notaris dalam menjalankan jabatannya
sebagai notaris. Untuk itu, maka tanggung jawab terhadap penerbitan cover note
tersebut harus dipikul oleh si penjabat notaris itu sendiri. Konsep ini akan berbeda
dengan pejabat pada lingkungan perusahaan atau pemerintahan dimana beban
tanggung jawab dapat dialihkan ke instansi sebagaimana teori fautes de services
yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vegtig. Oleh karena notaris merupakan
pejabat publik yang tidak memiliki instansi, maka beban tanggung jawab atas
pelaksanaan jabatannya dipikul oleh si penjabat notaris, baik dalam kapasitasnya

sebagai notaris maupun sebagai manusia pribadi.

Kemudian jika dikaitkan dengan dasar pertanggungjawaban sebagaimana
dijelaskan oleh Titik Triwulan dan Shinta Febrian, maka pertanggungjawaban
notaris dalam konteks ini dikategorikan sebagai pertanggungjawaban atas dasar
kesalahan (lilability without based on fault). Menurut Titik Triwulan dan Shinta
Febrian*!, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan
dan risiko. Dengan demikian, dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan
(lilability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan

(lilability without fault). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan

" Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta,
2010, hal. 49.
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mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan
kesalahan karena merugikan orang lain. Pada persoalan yang dibahas, notaris
memiliki kesalahan yakni memberikan informasi yang tidk benar sehingga notaris
bertanggungjawab atas kesalahannya itu. Dalam pembahasan mengenai cover
note notaris hanya dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum dengan 2

bentuk, yakni:
1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai toereken-
baarheid, criminal reponsibilty, atau criminal liability. Pertanggungjawaban
pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat
di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di
lakukanya itu.*? Menurut Roeslan Saleh** mengatakan bahwa orang yang
melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan

dasar adanya pertanggungjawaban pidana.
2. Pertanggungjawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang di antara
mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian),
maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum

antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.*

* S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet. IV, Alumni, Jakarta,
1996, hal. 245.
* Djoko Prakoso, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta,
1987, hal. 75.
" A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan kedua, Diapit Media, Jakarta, 2002,
hal.77.
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Pasal 1365 KUHPerdata bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang
membawa Kkerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab atas
perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata bahwa“Setiap orang
bertanggung jawab tidak saja untuk Kkerugian yang disebabkan karena
perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau
kurang hati-hatinya”.

Secara administrasi, notaris tidak dapat memikul tanggung jawab,
walaupun tindakan notaris dalam menerbitkan cover note merupakan tindakan
administratif, namun tidak serta merta dapat dikualifikasikan bertanggungjawab
secara administratif pula oleh karena cover note yang diterbitkan oleh notaris
bukanlah produk hukum notaris sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam

Pasal 15 UUJN.

Berdasarkan pemaparan bentuk-bentuk pertanggungjawaban di atas, jika
dikaitkan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
penulis jelaskan bahwa notaris bertanggungjawab langsung terhadap isi dan
informasi yang disampaikan dalam cover note. Jika informasi yang disampaikan
dalam cover note menyebabkan kerugian terhadap suatu pihak, maka notaris dapat
dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban
hukum yang dapat bebankan kepada notaris adalah pertanggungjawaban pidana

dan perdata. Secara pidana, tanggung jawab yang dipikul oleh notaris terhadap
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cover note yang diterbitkannya adalah dalam hal menyampaikan informasi yang

tidak benar dan bahkan dapat diduga melakukan penipuan.

Menurut Erni Fitria rahayu® bahwa jika terjadi masalah atas cover note
yang diterbitkan oleh notaris, maka notaris harus bertanggung jawab penuh atas
perbuatannya itu. Bahkan notaris dapat dikategorikan dalam perbuatan peyertaan
dan notaris juga harus ikut mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur dan
debitor. Selain itu, tanggung jawab moral juga dibebankan kepadanya karena
perbuatan notaris itu, tanggung jawab moral juga dibebankan kepadanya karena
perbuatan notaris seperti ini akan menimbulkan prespektif negatif masyarakat

pada notaris.

Berkaitan dengan contoh kasus yang diteliti oleh penulis, maka teori
pertanggungjawaban digunakan penulis untuk menjawab permasalahan terkait
dengan tanggungjawab Notaris dalam kaitannya dengan akibat hukum Notaris
yang menerbitkan cover note, namun ternyata gagal dalam menjalankan isi dari
cover note itu sendiri atau bahkan cacat secara hukum dalam pembuatan cover
note. Teori ini sangat erat hubungannya dengan tangungjawab Notaris dalam
menerbitkan cover note untuk kepentingan pihak perbankan. Berdasarkan teori
dari Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum, yaitu “Satu konsep yang

berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah tanggung jawab hukum.”*

Teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum

atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti

* Hasil wawancara dengan Erni Fitria rahayu S.H., M.Kn, Notaris/PPAT PonorogoA Pada
Tanggal 8 januari 2024.
“Lanny Kusumawati, Tanggung jawab Jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditama, 2006, him.47
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bahwa dia bertanggngjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang
bertentangan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya
jika dalam penerbitan cover note tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan
yang tidak benar terhadap isi cover note tersebut.

Teori tanggungjawab hukum sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab
hukum Notaris di dalam menerbitkan cover note untuk kepentingan para pihak
yang bersangkutan. Walaupun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak
mengatur cover note ini, tetapi demi kepentingan pihak yang membutuhkannya
Notaris wajib menerbitkannya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai pejabat umum yang melayani kepentingan publik. Notaris dapat
dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya jika dalam penerbitan cover
note tersebut terdapat unsur yang memuat keterangan palsu terhadap isi cover
note tersebut. “Ketidaksesuaian yang terjadi antara pernyataan dalam cover note
dengan realitasnya di lapangan, Notaris harus bertanggung jawab, baik secara

pidana ataupun perdata dan bahkan bertanggung jawab secara moral.”
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1.Cover note yang dibuat atas dasar kesepakatan Notaris dan Bank dalam
pencairan kredit adalah sah, namun hanya berkedudukan sebagai Surat
Keterangan dari Notaris untuk Bank yang akan mengeluarkan kredit yang
berisikan tentang masih terjadinya proses yang masih harus dilakukan untuk
pengikatan suatu jaminan sehingga menjadi Hak Tanggungan. Urgensi
dikeluarkannya cover note adalah menjadi suatu hal penting bagi Bank dalam
melakukan pencairan kredit. Dikeluarkannya cover note bagi kreditur adalah
sebagai payung hukum sementara sebelum semua dokumen sebagaimana

diperjanjikan oleh Notaris-PPAT selesai dan diserahkan kepada kreditur.

2. Akibat hukum dari cover note Notaris yang dijadikan dasar dalam pencairan
fasilitas kredit, pada kasus yang diteliti yakni pemberian jaminan oleh pihak
kedua (pembeli) merupakan perbuatan melawan hukum karena pemberi
jaminan bukan yang berhak dalam memberikan jaminan kebendaan tersebut.
Apabila terjadi hal tersebut maka akibat hukumnya ialah batalnya demi hukum
perjanjian pemberian jaminan hak tanggungan dengan otomatis cover note yang
dibuat notaris cacat dan tidak bernilai hukum. Adapun tanggung jawab notaris
dalam menerbitkan cover note terhadap pencairan kredit perbankan adalah
notaris bertanggung jawab penuh atas isi dari cover note yang diterbitkannya.
cover note yang diterbitkan oleh notaris menjadi pegangan dan jaminan bagi
kreditor bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan realisasi kredit
perbankan sedang dalam pengurusan oleh notaris sehingga bank atas dasar

cover note tersebut dapat merealisasikan kredit yang dimohonkan oleh debitur.
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Dalam hal ketidaksesuaian antara pernyataan dalam cover note dengan
realitasnya di lapangan, atau cover note dibuat dengan keterangan palsu maka
notaris harus bertanggung jawab, baik secara pidana ataupun perdata dan
bahkan bertanggung jawab secara moral. Dalam kasus yang diteliti penulis
walaupun tidak diputuskan oleh pengadilan melainkan ditempuh jalur
perdamaian, notaris tetap wajib bertanggung jawab secara perdata dan tentunya
secara moral karena notaris melakukan perbuatan melawan hukum atas

kesalahan yang disengaja dalam menerbitkan cover note.

B. SARAN

Diharapkan kepada pemerintah agar cover note segera diatur dalam peraturan
perundang-undangan karena pentingnya keberadaan cover note bagi perbankan
dan debitur sebagai keterangan yang memberikan informasi atas suatu proses
hukum yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris /PPAT sebagai pejabat
umum. Diharapkan Bagi pihak debitur, Bank dan Notaris agar cover note tidak
dijadikan sebagai dasar pencairan kredit dalam perjanjian kredit perbankan karena
selain cover note bukan merupakan suatu jaminan, cover note juga belum diatur
dalam hukum positif, sehingga berdasarkan hal tersebut penerapannya akan sangat

berisiko bagi Perbankan, Debitur maupun Notaris.

Notaris sebelum mengeluarkan covernote terlebih dahulu melakukan pengecekan
terhadap objek jaminan secara menyeluruh, sehingga dapat dipastikan bahwa
sertifikat tersebut dalam keadaan bersih dan dapat di eksekusi. Notaris adalah
jabatan kepercayaan yang telah diberikan Bank kepadanya, sehingga notaris
harus menjalankan jabatannya dengan hati-hati dan harus benar-benar memenuhi
janji yang tertuang dalam covernote yang dibuatnya sehingga di kemudian hari

tidak timbul adanya masalah.
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